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ABSTRACT  
This study discusses the communication strategy for strengthening compalaints through 
the SP4N-LAPOR! application, to the Provincial Government of East Java. As for the 
complaint channel SP4N-LAPOR! has been designated as the General Application for 
Public Service Complaint Management. However, the level of community participation in 
the use of the SP4N-LAPOR! application has not shown a significant figure. As seen 
from the number of complaints received and the population of East Java Province. The 
focus of this research is how the East Java Provincial Government’s communication 
strategy is in strengthening complaints through the SP4N-LAPOR! application. In the 
Provincial Government of East Java. This qualitative research uses interview, 
observation, and documentation data collection techniques and uses a literature study. 
The results of this research are that the communication strategy carried out by the East 
Java Provincial Government is Anwar Arifins’s communication strategy and analyzed 
using SWOT analysis. The strategy carried out is publication and socialization via face-
to-face, social media, the East Java Provincial Government website, as well as 
collaborating with districts/cities to socialize SP4N-LAPOR! down to the village level.  
 
Keywords: Complaint Handling Management; Public Service; Local Government 
Communication; Communication Strategy; SP4N-LAPOR! 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini membahas tentang strategi komunikasi penguatan pengaduan melalui 
aplikasi SP4N-LAPOR! pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Adapun Kanal pengaduan 
SP4N-LAPOR! telah ditetapkan sebagai Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan Pengaduan 
Pelayanan Publik.  Namun Tingkat partisipasi masyarakat terhadap penggunaan aplikasi 
SP4N-LAPOR! belum menunjukkan angka yang signifikan. Jika dilihat dari jumlah 
pengaduan yang diterima dan jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur. Fokus penelitian 
ini adalah bagaimana strategi komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam 
penguatan pengaduan melalui aplikasi SP4N-LAPOR! di Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur. Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, 
observasi, dan dokumentasi serta menggunakan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini 
yaitu strategi komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah 
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strategi komunikasi Anwar Arifin dan dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT. 
Strategi yang dilakukan dengan publikasi dan sosialisasi melalui tatap muka, media 
sosial, website Pemprov Jatim, serta berkolaborasi dengan Kabupaten/Kota untuk 
sosialisasi SP4N-LAPOR! sampai ke tingkat desa. 
 
Kata Kunci:  Pengelolaan Pengaduan; Pelayanan Publik; Komunikasi Pemerintahan 
Daerah; Strategi Komunikasi; SP4N-LAPOR! 
 
PENDAHULUAN 

Komunikasi saat ini merupakan aspek penting dan keharusan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks negara, komunikasi diperlukan karena 
setiap kebijakan pemerintah akan senantiasa berkembang, meliputi kepentingan publik, 
dan mendapatkan beragam respon dari publik maupun warga negara. Melalui 
komunikasi, pemerintah memiliki respon agar mendapatkan dukungan publik melalui 
partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Di Indonesia, kebutuhan 
layanan informasi dan komunikasi publik saat ini menjadi makin penting. Apalagi lembaga 
pemerintahan senantiasa diminta dapat mengkomunikasikan kebijakan publik dan dapat 
menerima umpan balik dari publik. 

Pemerintah pusat telah menciptakan sistem pengelolaan layanan pengaduan 
untuk mengatasi permasalahan tersebut, melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan 
Pelayanan Publik Nasional (SP4N) – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat 
(LAPOR!) untuk mengintegrasikan sistem pengelolaan pengaduan satu pintu dalam 
rangka upaya mewujudkan pemerintahan yang baik. 
LAPOR! dirancang untuk meningkatkan keterlibatan sistem dalam pemantauan program 
dan layanan pemerintah dan penyampaian layanan sistem. LAPOR! adalah sistem 
aplikasi pengaduan online terintegrasi yang dapat diakses dengan mudah melalui 
berbagai platform antara lain SMS 1708, aplikasi Android dan website 
(www.jatim.lapor.go.id). Melalui berbagai platform ini, masyarakat dapat menyampaikan 
pengaduan, aspirasi maupun permintaan informasinya tentang berbagai masalah atau 
penyedia layanan untuk menyoroti tantangan yang mereka hadapi.  

Program LAPOR! di Pemerintah Provinsi Jawa Timur dikelola oleh Dinas 
Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dan sudah terhubung sejak bulan Juli 
tahun 2018 dengan 55 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 9 Rumah Sakit UOBK 
(Unit Organisasi Bersifat Khusus) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta 
38 Kabupaten/Kota se Jawa Timur. Aplikasi LAPOR! dapat diunduh dan diakses secara 
gratis oleh publik melalui Playstore untuk pengguna Android dan Appstore untuk 
pengguna IOS. 

Berdasarkan hasil observasi awal, penulis mengamati tingkat partisipasi atau 
minat masyarakat terhadap penggunaan aplikasi SP4N-LAPOR! belum menunjukkan 
angka yang signifikan. Jika dilihat dari jumlah pengaduan yang diterima dan jumlah 
penduduk Provinsi Jawa Timur, jumlah pengaduan yang masuk masih sedikit. Hal ini 
perlu ditelaah lebih lanjut dan dievaluasi, antara kondisi khalayak di Provinsi Jawa Timur 
dengan strategi komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada Layanan 
Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!). 

Penulis tertarik untuk mengkaji fenomena tersebut secara ilmiah, karena 
fenomena ini merupakan permasalahan yang cukup kompleks dalam upaya 



 

177 
 

mengembangkan kanal pengaduan pemerintah dalam memberikan tanggapan dan 
menindaklanjuti laporan pengaduan yang masuk melalui aplikasi LAPOR! di Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini diperlukan strategi komunikasi yang tepat, karena 
komunikasi merupakan hal penting dalam pelaksanaan program masyarakat.   
Pengertian Good Governance 
Untuk menghasilkan pemerintahan yang baik dan bersih maka perlu diterapkan konsep 
Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik) secara nyata. Good Governance 
merupakan tata kelola pemerintahan yang baik yang sudah diperkenalkan oleh 
pemerintah Indonesia. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance berpendapat 
bahwa pemerintahan di Indonesia mempunyai tanggung jawab dalam menerapkan 
standar Good Governance (tata kelola pemerintahan yang baik) yang telah diterapkan 
standar internasional (Sutedi, 2011 : 3). 
 
METODE 

Metode ini dapat menjelaskan gambaran keadaan sebenarnya dari objek 
penelitian, baik dari hasil observasi maupun laporan sebagai bahan analisis. Karena 
permasalahan berhubungan dengan manusia yang secara fundamental bergantung 
pada pengamatan. Paradigma penelitian kualitatif yang 
menurut Moleong (2012, hlm. 50-51), merupakan paradigma kontruktivisme. 
Paradigma penelitian kualitatif biasanya dikaitkan dengan penelitian kualitatif 
yang sifatnya deskriptif analitis, komparatif, menitik beratkan pada makna, dan data yang 
diperoleh dapat melalui hasil pengamatan dan analisis dokumen. Teknik pengumpulan 
data dengan 2 (dua) metode yaitu Studi Lapangan dengan 3 (tiga) cara yaitu wawancara, 
observasi, dan dokumentasi serta menggunakan Studi Pustaka. Menggunakan teknik 
analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dengan menggunakan reduksi 
data penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selain itu, juga menggunakan analisis 
SWOT dalam teknik analisis data dengan pendekatan kualitatif yang terdiri dari 
Strenghts, Weakness, Oppurtunities, dan Threaths. Menggunakan teknik triangulasi 
sumber dengan membandingkan kebenaran suatu data atau informasi yang diperoleh 
dari sumber yang berbeda. Selain itu, penulis juga akan membandingkan kajian yang 
penulis lakukan pada studi pustaka dan studi lapangan yaitu wawancara, observasi dan 
studi dokumentasi terkait dengan Strategi Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur 
dalam menguatkan pengelolaan pengaduan melalui aplikasi pengaduan SP4N-LAPOR!. 
 
DISKUSI 

Sesuai dengan amanat pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 
Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, bahwa Organisasi 
Perangkat Daerah yang salah satu tugas dan fungsinya melakukan pengelolaan 
pengaduan adalah Dinas Komunikasi dan Informatika. Sehingga Dinas Komunikasi dan 
Informatika Provinsi Jawa Timur mempunyai kewenangan sebagai Admin Koordinator 
pengelolaan pengaduan SP4N-LAPOR! Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 

Pada birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan membuka diri untuk 
membangun pelayanan yang berprinsip CETTAR (Cepat, Efektif dan Efisien, Tanggap, 
Transparan, Akuntabel dan Responsif) melalui inovasi berbasis complaint handling 
system secara terintegrasi. Tata kelola pemerintahan di Jawa Timur juga tidak hanya 
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menekankan pada sisi teknis tetapi juga memperkuat partisipasi publik untuk terlibat 
dalam memperjuangkan hidup mereka dalam proses pengambilan suatu kebijakan  

Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam setiap kebijakan yang diambil oleh 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur, LAPOR! Jatim menjadi salah satu solusi. Mekanisme 
SP4N-LAPOR! dalam pengelolaan pengaduan masyarakat diera digital, 
mengintegrasikan antara sistem offline dengan online. Seluruh akses aspirasi pengaduan 
masyarakat di Pemerintah Provinsi Jawa Timur dimanfaatkan, antara lain pengaduan 
melalui Media Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Timur, tatap muka,Email, Website 
jatimprov.go.id maupun kominfo.jatimprov.go.id, seluruh media pengaduan tersebut 
diintegrasikan/dilaporkan pada Aplikasi LAPOR! untuk ditindaklanjuti oleh Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi. Setelah seluruh aduan terinput dan 
terdisposisi pada OPD yang membidangi, maka selanjutnya berlaku proses Standar 
Operasional Prosedur yang berlaku pada aplikasi LAPOR!. 

Berdasarkan hasil analisa  dari  kekuatan  (strenghts),  kelemahan  (weaknesses), 
peluang  (opportunities)  dan  ancaman  (threats)  dalam pelayanan publik melalui 
aplikasi 
Layanan  Aspirasi   dan   Pengaduan  Online  Rakyat   (LAPOR!),  berikut  disampaikan  
beberapa  upaya  dan  strategi  yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan 
permasalahan dalam pengelolaan pengaduan melalui Layanan   Aspirasi dan 
Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!), diantaranya: 

a. Strategi Strenght Opportunity/SO (Kekuatan dan Peluang)  
1. Adanya kebijakan-kebijakan dan inovasi-inovasi baru yang 

diterbitkan    berdasarkan atas pengaduan masyarakat yang diterima.  
2. Memperluas jangkauan kanal-kanal pengaduan melalui media-media 

popular seperti chat bot aplikasi LINE, Whatsapp, Instagram, Telegram dan 
sebagainya.  

b. Strategi Weakness Opportunity/WO (Kelemahan dan Peluang)  

1. Belum terintegrasinya kanal pengaduan lokal CETTAR Jatim ke aplikasi 
LAPOR!.   

2. Melakukan sosialisasi dan bimtek kepada Desa-desa melalui Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur,  agar dapat 
menyebarluaskan informasi kepada masyarakat untuk memasifkan 
informasi mengenai aplikasi LAPOR!.  

c. Strategi Strenght Threats/ST (Kekuatan dan Ancaman)  
1. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat atau KemenPAN RB 

mengenai aplikasi LAPOR! yang mengalami error/bug.  
2. Melakukan bimbingan teknis (bimtek) kepada seluruh pejabat 

penghubung LAPOR! OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur.   

3. Melakukan Rapat Koordinasi pengelolaan pengaduan SP4N-LAPOR! 
bagi OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan 
Kabupaten/Kota se Jawa Timur.  

4. Melakukan pendampingan bagi Kabupaten/Kota se Jawa Timur, yang 
prosentase pengelolaan pengaduannya masih belum optimal, dan yang 
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belum menyusun dan menetapkan Rencana Aksi SP4N-LAPOR! Tahun 
2021-2024.     

d. Strategi Weakness Threats/WT (Kelemahan dan Ancaman)  
1. Melakukan   koordinasi   secara   internal   bila  terjadi   kesalahan  pendis

posisian dengan pejabat penghubung OPD di lingkungan Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur, dan dengan admin koordinator Kabupaten/Kota se 
Jawa Timur.  

2. Masih  banyak  yang  belum  mengetahui  tentang  cara  menginput  adua
ndengan memanfaatkan fitur manual pada LAPOR!. 

        
KESIMPULAN 
Efektivitas program SP4N-LAPOR! 

Pengelolaan pengaduan melalui aplikasi SP4N-LAPOR! yang dilaksanakan oleh 
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur sudah efektif, hal ini terlihat dari 
jumlah semua aduan yang masuk telah ditindaklanjuti. Namun masih ditemui beberapa 
permasalahan yang ada, yakni jumlah aduan yang masuk belum signifikan jika 
dibandingkan dengan jumlah penduduk Jawa Timur. Guna meningkatkan pengelolaan 
pengaduan pada aplikasi SP4N-LAPOR! di Provinsi Jawa Timur, diharapkan Dinas 
Komunikasi dan Informatika melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat baik 
secara langsung maupun melalui media sosial. Hal ini dilakukan agar SP4N-LAPOR! 
dapat dikenal masyarakat secara luas, menambahkan fitur menu SP4N-LAPOR! pada 
website pemerintahan agar saat masyarakat mengakses website tersebut masyarakat 
juga bisa mengetahui adanya SP4N-LAPOR!. Selain itu juga dapat mengadakan rapat 
evaluasi untuk dapat mengetahui strategi yang dapat dilakukan apabila terjadi 
penyimpangan serta menempatkan sumber daya manusia yang berkompeten dengan 
latar belakang pendidikan berbasis teknologi informasi agar mampu memberikan kinerja 
terbaiknya dalam pengelolaan SP4N-LAPOR! di Provinsi Jawa Timur. 
 
Penanganan penyelesaian aduan dan Kepuasan pengguna LAPOR!  

Pengaduan yang masuk melalui aplikasi SP4N-LAPOR! Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur telah ditindaklanjuti secara keseluruhan dengan jawaban tindak lanjutnya sudah 
subtansi sesuai dengan permasalahannya, dan rata-rata tindak lanjutnya sudah sesuai 
dengan SOP yang telah ditetapkan. Tingkat kepuasaan masyarakat yang memanfaatkan 
kanal aduan SP4N-LAPOR! untuk menyampaikan aduan, permintaan informasi maupun 
aspirasinya sudah cukup baik, meskipun tidak semua pelapor atau pengguna aware 
untuk memberikan penilaian rating bintang sebagai bentuk kepuasan pengguna terhadap 
aplikasi LAPOR!. 
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